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KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan Executive Summary dari kegiatan Pengkajian Model Kelembagaan dan Pengelolaan Air Irigasi yang dilaksanakan oleh Balai Irigasi Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum yang dibiayai oleh APBN tahun 2011. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengkaji kelembagaan pengelola irigasi sebagai suatu cara untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan pengelolaan air irigasi saat ini. Sasaran output dari kegiatan tahun 2011 ini adalah naskah Kebijakan (Policy Paper) mengenai Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
Masukan, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan ini. 

	Bekasi, Desember 2011
Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air

Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc
NIP. 195801251986031001




1. Latar Belakang

Peraturan Menteri PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi dan Peraturan Menteri PU No. 33/PRT/M/2007  tentang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A merupakan beberapa contoh kebijakan yang mengatur pengelolaan irigasi di jaringan irigasi teknis yang diberlakukan secara keseluruhan di Indonesia. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum dapat berjalan sepenuhnya karena belum sepenuhnya peraturan tersebut dapat diterapkan untuk operasional di lapangan. 

Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya keterpaduan manajemen irigasi antara pemerintah dan petani dalam satu sistem irigasi. Hal serupa dinyatakan dalam salah satu isu strategis sub bidang Sumber Daya Air (Kementrian PU, 2010) bahwa belum optimalnya kinerja layanan jaringan irigasi saat ini salah satunya dapat disebabkan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, menurut Pasandaran dan Taryoto (1993) pengaturan irigasi yang berorientasi pada upaya generalisasi kebijaksanaan, tanpa memperhatikan norma-norma setempat seringkali menghadapi hambatan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap kelembagaan pengelola air irigasi, baik P3A, komisi irigasi maupun instansi pemerintah yang membidangi irigasi. Kegiatan ini merupakan salah satu dukungan terhadap terselenggaranya sarana dan prasarana ke-PU-an terutama untuk mendukung rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan PU.   

2. Tujuan 
Mengkaji lembaga pengelola irigasi di lapangan sebagai suatu cara untuk mengetahui potret kelembagaan dan pelaksanaan pengelolaan irigasi saat ini.

3. Sasaran Output (hasil)

Naskah Kebijakan (Policy Paper) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi. 

4. Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini melingkupi pengkajian terhadap kelembagaan pengelolaan air irigasi, seperti P3A, Komisi Irigasi, serta instansi pemerintah yang menangani irigasi.
5. Metodologi

Sumber data utama adalah data primer yang digali dari stakeholders yang terkait dengan pengelolaan irigasi (Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Komisi Irigasi, pengurus dan anggota P3A). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (indepth inteview) dan pengamatan langsung (observasi), data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara seleksi data, organisir data dan penarikan kesimpulan.
6. Tahapan Kegiatan

a. Pengkajian peraturan/kebijakan tentang irigasi

Pengkajian dilakukan terhadap peraturan/kebijakan tentang irigasi. 

b. Persiapan
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dipilih lokasi studi yang sesuai dan selanjutnya dilakukan survai awal. Selain itu, disusun pula pedoman wawancara yang akan digunakan dalam pelaksanaan studi.

c. Pengumpulan data

Pengkajian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A, Komisi Irigasi dll. 
d. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil evaluasi.

e. Perumusan rekomendasi berupa policy paper mengenai model kelembagaan 

Perumusan rekomendasi (policy paper) dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan. 

7. Hasil Kegiatan dan Pembahasan
7.1 Kajian Kebijakan/Perundangan
Kebijakan yang mengatur mengenai kelembagaan pengelolaan irigasi yaitu:

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintan Daerah Kabupaten/Kota. 
c. Permen PU Nomor 30/PRT/M/2007  tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 

d. Peraturan Menteri PU Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi

e. Peraturan Menteri PU Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A 

7.2 Instansi pemerintah 

Dinas PSDA di Jawa Timur (Jombang) telah melaksanakan fungsi pemeliharaan infrastruktur dan alokasi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh tenaga pengairan yang ada baik PNS maupun tenaga kontrak dengan mekanisme kerja yang telah tersusun program kerja rutin pada masing-masing juru pengairan. Kendala yang ditemukan dalam melaksanakan fungsi alokasi (operasi) dan pemeliharaan yang dihadapi UPTD adalah kurangnya SDM untuk memenuhi kebutuhan Juru Pengairan di lapangan. 
Berbeda dengan kondisi di Sulawesi Selatan, dimana P3A sudah mau berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan OP irigasi. Selain itu untuk mendampingi pelaksanaan pengelolaan air di lapangan telah diangkat Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang bertugas sebagai pemandu teknik irigasi. Permasalahan yang sama terkait dengan jumlah SDM yang masih kurang, untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan, dipekerjakan pekarya. Selain itu, Dinas PSDA bertugas untuk memberi pembinaan terkait dengan teknik irigasi, sementara pertanian membina petani (P3A) dalam kaitannya dengan masalah budidaya pertanian serta irigasi gender. 
7.3 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh informasi mengenai implementasi P3A di lapangan dibandingkan dengan teori yang ada dalam Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berlaku seperti pada tabel berikut:

	Pasal (ayat)
	TEORI KELEMBAGAAN
	IMPLEMENTASI

	Pasal 5 (1) 
	Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
	Masih banyak P3A yang pembentukannya hanya sebagai formalitas saja sehingga masih banyak kenyataan di lapangan bahwa terdapat P3A yang ada namanya tetapi tidak ada wujudnya.

	Pasal 5 (2) 
	Pembentukan P3A dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier
	Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan pembentukan P3A masih bersifat top down dimana pembentukannya dilakukan oleh pemerintah terkait dengan adanya kebijakan untuk membentuk kelembagaan masyarakat  petani yang disebut P3A/GP3A/IP3A. Ada pula kelembagaan yang pembentukannya bersifat bottom up, hal ini berkaitan dengan adanya kelembagaan irigasi tradisional, dengan alasan masyarakat petani yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam pengelolaan air irigasi di wilayahnya sehingga terbentuklah model kelembagaan irigasi tradisional. 

	Pasal 5 (3) 
	Pembentukan P3A dapat difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain
	

	Pasal 6 (1)
	Pembentukan P3A dilakukan dengan cara:

1) Mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A;

2) Menyusun kepengurusan P3A.
	


Partisipasi P3A di lapangan sudah baik, P3A dilibatkan mulai dari perencanaan irigasi hingga pelaksanaan OP (menjalankan fungsi pemeliharaan dan alokasi). Namun terkadang hal tersebut dapat menjadi permasalahan ketika P3A lebih condong menjadikan organisasinya sebagai sarana untuk memperoleh proyek pekerjaan irigasi. Selain itu, banyaknya bantuan baik dari pemerintah maupun sumber lainnya terkadang menyebabkan kurangnya kemandirian P3A. Oleh karena itu perlu dibuat mekanisme yang lebih baik dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sehingga tidak mengurangi kemandirian petani. Bantuan dana sebaiknya tidak diberikan langsung ke petani/P3A, namun perlu ada koordinasi dengan dari lembaga legal, perangkat desa misalnya.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi maka rasa memiliki dan tanggung jawab dari petani/masyarakat terhadap keberlanjutan irigasi pun akan lebih besar. Hal tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan pemerintah. 

Pelaksanaan pengelolaan air irigasi di lapangan oleh P3A ternyata masih menerapkan beberapa kebiasaan (kearifan lokal) yang telah dikenal sejak jaman dahulu kala. Misalnya di Sulawesi Selatan biasa dikenal Tudang Sipulung, yaitu musyawarah (duduk bersama) antar petani, pengurus desa dan pengelola air irigasi untuk mengatur rencana tata tanam ataupun permasalahan lain yang timbul di lapangan (fungsi manajemen konflik kelembagaan). Tidak hanya di tingkat P3A/desa, Tudang Sipulung juga dilakukan oleh dinas-dinas di lingkungan Pemda Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut, kearifan lokal memang merupakan hal yang penting untuk tetap dilestarikan dan diadopsi selama tidak memberikan dampak buruk bagi pengelolaan air irigasi saat ini dan di masa mendatang.
7.4 Komisi Irigasi

Kegiatan operasi yang dilakukan oleh Komisi Irigasi adalah merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi. Permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan air yang terbatas sehingga mengakibatkan pasokan air menjadi terganggu terutama pada saat musim garap dan tanam. Sementara kegiatan yang dilakukan untuk pemeliharaan adalah merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi. Permasalahannya adalah keterbatasan anggaran Pemkab sehingga tidak bisa memenuhi seluruh usulan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, serta kurangnya tenaga dinas dilapangan untuk memelihara jaringan irigasi.

Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan adalah merekomendasikan pada pemerintah/Pemkab lokasi untuk infrastruktur yang perlu direhabilitasi sesuai dengan dampak yang akan ditimbulkan apabila kerusakan tidak segera ditangani. Selain itu, komisi irigasi juga menjalankan fungsi manajemen konflik, terutama dalam kaitannya dengan pengalokasian air di saat musim kemarau, ataupun membantu penyelesaian masalah-masalah lainnya yang timbul dalam kaitannya dengan pengelolaan irigasi.

Berdasarkan Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi Pasal 15 ayat 2 sampai dengan ayat 6 dijelaskan bahwa anggota komisi irigasi terdiri dari berbagai institusi. Hal tersebut menyebabkan sulitnya koordinasi sehingga komisi irigasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.  
Untuk itu maka daerah perlu menyusun payung hukum yang mengatur dengan jelas kelembagaan komisi irigasi agar koordinasi antar instansi terjalin dengan baik. Dengan dua upaya tersebut diharapkan kinerja komisi irigasi baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan optimal.
8. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

Kelembagaan pengelolaan irigasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (i) fungsi pemeliharaan infrastruktur; (ii) fungsi alokasi; dan (iii) fungsi manajemen konflik. 
1. Fungsi pemeliharaan infrastruktur sebagian besar mengalami kendala terkait ketersedian SDM di lapangan sehingga pelaksanaan OP kurang maksimal. Untuk itu kinerja SDM yang ada perlu terus ditingkatkan kompetensinya selain itu penambahan jumlah SDM, misalnya melalui tenaga pendamping masyarakat dapat juga diupayakan. 

2. Fungsi alokasi, permasalahan yang biasanya dihadapi saat ini adalah ketersediaan air yang terbatas sehingga mengakibatkan pasokan air menjadi terganggu terutama pada saat musim garap dan tanam. Untuk itu, perlu mulai dibudayakan penerapan irigasi hemat air agar masalah alokasi air dapat ditekan. Selain itu, kondisi bangunan (misalnya bangunan ukur dan bagi) di lapangan juga akan sangat mempengaruhi efektifitas alokasi air irigasi.  

3. Fungsi manajemen konflik, dengan adanya kelembagaan pengelolaan irigasi diharapkan konflik yang biasa ditemui di lapangan seperti masalah pembagian air serta masalah lainnya yang timbul dalam kaitannya dengan pengelolaan irigasi dapat teratasi. 
Saran

1. Peraturan daerah sangat dibutuhkan untuk mengatur mekanisme pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh Institusi Pemerintah yang terkait dengan pengelolaan irigasi, Komisi Irigasi maupun P3A.

2. Koordinasi antar kelembagaan pengelolaan irigasi harus terjalin dengan baik.

3. Kearifan lokal perlu dipertimbangkan saat pembentukan P3A dan dicantumkan dalam AD dan ART saat pembentukan P3A.
4. Pemerintah perlu membangun pendekatan kemitraan dengan masyarakat/P3A dan memberdayakan petani sehingga petani dapat lebih mendiri dan mengerti kebutuhannya sendiri.
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